
BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 
NOMOR 3o TAHON 2017 

TENTANG 
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT 

DALAM PENYELENGGARAAN 
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOJOKERTO, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan dan untuk mewujudkan Kecamatan sebagai 
pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul 
pelayanan bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto serta guna 
menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan 
Sebagian Kewenangan Kepada Camat Dalam 
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 
Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4826); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang 
Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 2036); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan 
Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 276); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 
2014 ten tang Pedoman Pemberian Izin U saha Mikro 
dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 1814); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036); 
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15. Peraturan Kepala Kepolisisan Negara Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan 
Lalu Lintas dalam Keadaaan Tertentu dan 
Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 
Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Mojokerto Nomor 4); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 
Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6); 

18. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 44) ; 

19. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Pemberian Izin Usaha Mikro (Berita Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 42); 

20. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto 
(Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 
Nomor 84); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN 

SEBAGIAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT DALAM 
PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI 
TERPADU KECAMATAN. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Mojokerto. 
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 
3 . Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Mojokerto. 
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang 

dipimpin oleh Camat. 
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator 

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja 
Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 
memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan 
pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian 
urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas 
umum pemerintahan. 
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6. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 
selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan 
pelayan pu blik di kecamatan dari tahap permohonan 
sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu 
tempat. 

7. Perizinan adalah bentuk persetujuan pemberian ijin 
yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan 
pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai 
kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan Peraturan 
Perundang-undangan. 

9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat 
berwenang berdasarkan peraturan daerah atau 
berdasarkan pelimpahan yang merupakan bukti 
legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya 
seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau 
kegiatan tertentu. 

10. Izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkat 
IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah 
daerah kepada pemohon untuk membangun baru, 
rehabilitasi/renovasi, dan/ atau memugar dalam 
rangka melestarikan bangunan sesuai dengan 
persyaratan teknis yang berlaku. 

11. Izin usaha mikro yang selanjutnya disingkat dengan 
IUM adalah tanda legalitas kepada seseorang atau 
pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin 
usaha mikro. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
Maksud Pelimpahan Sebagian Kewenangan kepada Camat 
adalah sebagai syarat substantif penyelenggaraan PATEN 
untuk mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan 
masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi Dinas 
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Mojokerto. 

Pasal 3 
Tujuan Pelimpahan Sebagian Kewenangan kepada Camat 
adalah agar PATEN dapat segera terselenggara guna 
meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan 
kepada masyarakat. 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 4 
Ruang lingkup Pelimpahan Sebagian Kewenangan kepada 
Camat dalam penyelenggaraan PATEN meliputi: 
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a. pelayanan bidang perizinan; dan 
b. pelayanan bidang non perizinan. 

Pasal 5 
Pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 4 huruf a meliputi: 
a. IMB paling besar 200 m2 dan tidak bertingkat, kecuali 

pengembang perumahan, dan tidak untuk tempat 
usaha;dan 

b. IUM dengan modal maksimal sampai dengan 
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak 
termasuk tanah dan bangunan. 

Pasal 6 
Pelayanan bidang non penzman sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 4 huruf b meliputi: 
a. menerbitkan surat keterangan pelayanan sosial 

kemasyarakatan; 
b. pemberian rekomendasi izin keramaian; 
c. pemberian rekomendasi izin penggunaan jalan daerah 

selain untuk kegiatan lalu lintas; dan 
d. evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa. 

Pasal 7 
Dalam melaksanakan Pelimpahan Sebagian Kewenangan 
dalam penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 4, Camat membentuk Pelaksana Teknis PATEN 
dari Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan yang ditetapkan 
dengan Keputusan Camat. 

BABIV 
PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN 

Pasal 8 
(1) Biaya penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah. 

(2) Biaya penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
rencana kerja dan anggaran Kecamatan. 

(3) Dalam penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 huruf a yang menghasilkan penerimaan, 
wajib disetor seluruhnya ke kas daerah. 

(4) Tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 



-6 -

BABV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 9 
Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam 
penyelenggaraan PATEN. 

BABVI 
PENUTUP 

Pasal 10 
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati 
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian 
Kewenangan Kepada Camat dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 11 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto. 

Diundangkan di Mojokerto 
pada tanggal 17 u~'--' 1-D17 
SEKRETARIS DAERAH KABUP 

Ditetapkan di Mojokerto 
pada tanggal 1-t J w , .... .-1 2..0 1 7 
BUPATI MOJOKERTO, 

N MOJOKERTO, 

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR :i.1, 


